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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

Menimbang   : a. bahwa dalam rangka percepatan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Sukabumi, perlu adanya upaya dari Pemerintah Daerah untuk
meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menciptakan lapangan
kerja di berbagai bidang usaha;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas,
maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif
bagi para investor yang akan berusaha di Kabupaten Sukabumi dengan
meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelayanan yang optimal dalam
bidang perizinan pada umumnya dan khususnya izin lokasi berupa
kemudahan, kecepatan, keakuratan dan beban biaya yang terjangkau;

c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana tersebut pada huruf
a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3632);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048);
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4762);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

16. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3580);

17. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1996 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak
Penghasilan Atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3634);
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18. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3721);

19. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3696);

20. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4385);

21. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus
Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;

24. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung;

25. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

26. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di
Bidang Pertanahan;

27. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993
tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi
Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;

28. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 22 Tahun 1993 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Lokasi Dalam Rangka Pelaksanaan
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara
Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam
Rangka Penanaman Modal;

29. Peraturan Daerah Nomor  10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 1999 Nomor 1 Seri C);

30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010
(Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

31. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (Lembaran Derah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan
yangMenjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);
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33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Derah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

DAN BUPATI SUKABUMI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan   : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG IZIN LOKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah
daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonomi sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah dprd
Kabupaten Sukabumi;

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

7. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi;

8. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah
yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, yang berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha
penanaman modalnya;

9. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hokum yang telah memperoleh izin untuk
melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki
oleh seorang atau badan hokum yang sama baik secara langsung maupun badan
hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui
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pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan
penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;

11. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh
penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan
usaha di Wilayah Negara republic Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun
non fasilitas;

12. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

BAB II
PERIZINAN

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib
mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan
rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali dalam hal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

(2) Untuk memperoleh izin lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan
diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang mempunyai fungsi di bidang perizinan.

(3) Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang
berangkutan dalam hal :
a. tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari pada pemegang

saham;
b. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan

lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana
penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh
persetujuan dari instansi yang berwenang;

c. tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industry
dalam suatu kawasan industry;

d. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggara
pengembangan suatu zona sesuai dengan rencana tata ruang kawasan
pengembangan tersebut;

e. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan
dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai ketentuan yang
berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang
bersangkutan;

f. tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih
dari 25 Ha. (dua puluh lima hektar) untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari
10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, atau;

g. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal
adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan
ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut rencana tata
ruang wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan
rencana penanaman modal yang bersangkutan.


